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dianya barang yang bersifat strategis seperti an-
ode slime, perlu diberikan kemudahan dalam bi-
dang perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai
tidak dipungut atas penyerahan anode sfime.
Pemberian kemudahan Pajak Pertambahan Ni=

lai tidak dipungut atas penyerahan Barang Kena:

Pajak tertentu yang bersifat strategis dilakukan
dalam rangka meningkatkan daya saing industri
dalam negeri di bidang pengolahan anode slime.
Tanpa kemudahan Pajak Pertambahan Nilai fti-
dak dipungut maka Pajak Masukan tidak dapat
dikreditkan sehingga tidak cukup untuk mendo-
rong tumbuhnya industri pengelahan anode slime
menjadi emas batangan.
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Agar dalam penerapannya tidak menyimpang
perlu dilakukan pengawasan dan dalam hal fasili-
tas yang diberikan tidak digunakan sesuai den-
gan maksud dan tujuan diberikannya kemudahan
di bidang perpajakan tersebut.maka dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5796

(BN }

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK

KEPENTINGAN UMUM
{(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015,

tanggal 28 Desember 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka percepatan dan efektivitas
penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pemban-
gunan untuk kepentingan umum, dipandang perlu
mengubah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Ta-
nah bagi Pembangunan untuk Kepentingan l:Jmum
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 ten-
tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Ke-
pentingan Umum dengan tetap menjaga tata ke-
lola pemerintahan yang baik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Presiden tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahur; 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Mengingat :

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Ke-
pentingan Umum (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ten-
tang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lem-
baran Negara Republik indonesia Tahun 2012




Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30
Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Per-
aturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penvelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pemban-
gunan untuk Kepentingan Umum {Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KE-
EMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PEN-
GADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KE-
PENTINGAN UMUM.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden

Nomar 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pen-

gadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan

Umum (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 156} yang telah beberapa kali diubah

dengan:

a. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 ten-
tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pen-
gadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepent-
ingan Umum {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2014 Nomor 94};

b. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 ten-
tang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Ke-
pentingan Umum (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2014 Nomor 223);

¢. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 ten-
tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Ke-
pentingan Umum {Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2015 Nomor 55),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga b‘erbunyi seb-
agai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud
dengan:
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1. Instansi yang memerlukan tanah adalah lem-
baga negara, kementerian, lembaga pemer-
intah nonkementerian, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hu-
kum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara
yang mendapat penugasan khusus Pemer-
intah atau Badan Usaha yang mendapatkan
kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga
negara, kementerian, lembaga pemerin-
tah nonkementerian, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hu-
kum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara
yang mendapat penugasan khusus Pemerin-
tah dalam rangka penyediaan infrastruktur
untuk kepentingan umum.

2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menye-

diakan tanah dengan cara memberi Ganti
Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak
yang Berhak.

3. Pihak yang Berhak adalah pihak yang men-

guasai atau memiliki Objek Pengadaan Ta-
nah. ’

4. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ru-

ang atas tanah dan bawah tanah, bangunan,
tanaman, benda yang berkaitan dengan ta-
nah, atau lainnya yang dapat dinilai.

5. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah se-

bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokak Agraria dan hak lain yang _
akan ditetapkan dengan undang-undang.

6. Kepentingan' Umum adalah keperitingan

bangsa, negara, dan masyarakat yang harus
diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

7. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari

negara yang kewenangan pelaksanaannya
sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

8. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi

dialogis atau musyawarah antarpihak yang
berkepentingan guna mencapai kesepaha-
man dan kesepakatan dalam perencanaan
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum.

9. Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan

hubungan hukum dari Pihak yang Berhak ke-
pada negara melalui Kementerian.
10. Ganti Kerugian adalah penggantian yang lay-
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11.

12.

ek

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam
proses Pengadaan Tanah.

Penilai Pertanahan, yang selanjutnya dise-
but Penilai, adalah orang perseorangan yang
melakukan penilaian secara independen dan
profesional yang telah mendapat izin praktik
Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah
mendapat lisensi dari Kementerian untuk
menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Ta-
nah. :

Penilai Publik adalah penilai yang telah mem-
peroleh izin dari Menteri - Keuangan untuk
memberikan jasa penilaian.

Penetapan Lokasi adalah penetapan atas io-
kasi pembangunan untuk kepentingan umum
yang ditetapkan dengan keputusan guber-
nur, yang dipergunakan sebagai izin untuk
Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan
tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut
Pemerintah, adalah Presiden Republik Indo-
nesia yang memegang kekuasaan pemerin-
tahan negara Republik Indonesia sebagaima-
na dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/
walikota, dan perangkat daerah sebagai un-
sur penyelenggara pemerintahan daerah.
Menteri adalah menteri yang menyelenggara-
kan urusan pemerintahan di bidang agraria/
pertanahan. .
Kementerian adalah lembaga emerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanahan.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor
Wilayah BPN adalah instansi vertikal BPN di

“provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor

Wilayah BPN yang berada di bawah dan ber-
tanggung jawab langsung kepada Menteri.
Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal
BPN di kabupaten/kota yang dipimpin oleh
Kepala Kantor Pertanahan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung ke~
pada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah
BPN.

20. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selan-

21.

22,

23.

jutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang
dibentuk oleh gubernur untuk membantu gu-
bernur dalam melaksanakan pemberitahuan
rencana pembangunan, pendataan awal lo-
kasi rencana pembangunan dan Konsultasi
Publik rencana pembangunan.

Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya dise-
but sebagai Tim Kajian adalah tim yang
dibentuk oleh gubernur untuk membantu gu-
bernur melaksanakan inventarisasi masalah
vang menjadi alasan keberatan, melakukan
pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang
keberatan, melakukan kajian dan membuat -
rekomendasi diterima atau ditolaknya ke-
beratan.

Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk
oleh Kementerian untuk membantu pelaksa-
naan Pengadaan Tanah.

Ruang atas tanah dan bawah tanah adalah
ruang yang ada di bawah permukaan bumi
dan/atau ruang yang ada di atas permukaan
bumi sekedar diperlukan untuk kepentingan
yang langsung berhubungan dengan penggu-
naan tanah.

Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga ber-
bunyi sebagai berikut:

(1)

{2)

Pasal 8

Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan
Persiapan Pengadaan Tanah setelah meneri-
ma dokumen perencanaan Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
{2).

Dalam melaksanakan tahapan kegiatan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur
membentuk Tim Persiapan dalam waktu pal-
ing lama 2 {dua) hari kerja sejak dokumen
perencanaan Pengadaan Tanah diterima se-
cara resmi oleh Gubernur.

Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga ber-
bunyi sebagat berikut:

(1)

"huan

Pasal 11
Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) melaksanakan pemberita-
rencana pembangunan kepada ma-
syarakat pada lokasi rencana pembangunan.
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(2)

(3}

{4)

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga ber-

Pemberitahuan rencana pembangunan se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak-

sanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga)

hari kerja sejak dibentuknya Tim Persiapan.

Pemberitahuan rencana pembangunan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

informasi mengenai:

a. maksud dan tujuan rencana pembangu-
nan;

b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuh-
kan;

¢. tahapan rencana Pengadaan Tanah;

d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pen-
gadaan Tanah;

e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pem-
bangunan; dan

f. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pemberitahuan rencana pembangunan se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditan-

datangani oleh Ketua Tim Persiapan.

bunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 14 {
Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c disampai-
kan kepada masyarakat pada rencana lokasi

 pembangunan melalui lurah/kepala desa atau

nama lain dalam waktu paling lama 3 (tiga)

-hari kerja sejak ditandatanganinya surat pem-

beritahuan.

Bukti penyampaian pemberitahuan melalui
surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk tanda terima dari per-
angkat kelurahan/desa atau nama lain.

5. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi se-
. bagai berikut:

Pasal 39 = |
Penanganan keberatan oleh gubernur seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) di-
lakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diteri-
manya keberatan.

6. Ketentuan Pasal 41 diubah dan ditambahkan 1
{satu) ayat, yakni ayat {2) sehingga Pasal 41 ber-
bunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)

(2)

Penetapan lokasi pembangunan dilakukan
oleh gubernur dalam waktu paling lama 7
{tujuh) bhari kerja sejak kesepakatan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5}
dan Pasal 34 ayat (3), atau sejak ditolaknya
keberatan dari Pihak yang Keberatan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat {1).
Apabila jangka waktu sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) telah habis dan-penetapan
lokasi belum diterbitkan, maka penetapan lo-
kasi dianggap telah disetujui.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 46 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

{3)

{4)

(5)

Pasal 46

Pengumuman Penetapan Lokasi pembangu-

nan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

ayat (1), dilakukan dengan cara:

a. ditempatkan di kantor kelurahan/desa atau
nama lain, kantor kecamatan, dan/atau
kantor kabupaten/kota dan di lokasi pem-
bangunan; dan

b. diumumkan melalui media cetak dan/atau
media elektronik.

Pengumuman Penetapan Lokasi pembangu-

nan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja

sejak dikeluarkan Penetapan Lokasi pemban-
gunan.

Pengumuman Penetapan Lokasi pembangu-

nan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurut a dilakukan selama 7 {tujuh)} hari kerja.

Pengumdman Penetapan Lokasi pemban-

gunan melalui media cetak sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan

melalui surat kabar harian lokal dan nasional
paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada
hari kerja.

Pengumuman Penetapan Lokasi pembangu-

nan melalui media elekironik sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan

melalui laman {website) pemerintah propinsi,
pemerintah kabupaten/kota, atau Instansi

yang memerlukan tanah.
]

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi se-
bagai berikut:

Pasal 47
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(1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenan-
gan pelaksanaan persiapan Pengadaan Ta-
nah bagi pembangunan untuk Kepentingan
Umum kepada bupati/walikota berdasarkan
pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi
geografis, sumber daya manusia, dan pertim-
bangan lainnya, dalam waktu paling lama 5
(lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen
Perencanaaan Pengadaan Tanah.

{2) Dalam hal Gubernur mendelegasikan ke-
wenangan kepada bupati/walikota
agaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/
walikota membentuk Tim Persiapan dalam
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
diterimanya pendelegasian.

(3) Pelaksanaan persiapan Pengadaan Ta-
nah bagi pembangunan untuk Kepéntingan
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan secara mutatis mutandis sesuai
Pasal 9 sampai dengan Pasal 486.

seb-

Ketentuan Pasal 49 ditambah 1 (satu) ayat yakni
ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49

{1} Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggara-
kan oleh Menteri. ,

{2} Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
Kepala Kantor Witayah BPN selaku Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah.

{3} Susunan keanggotaan pelaksanaan Pen-
gadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana

Tanah sebagaimana

sud pada ayat (2) yang berunsurkan paling

kurang:

Pengadaan dimak-

a. pejabat yang membidangi urusan Pen-
gadaan Tanah di lingkungan
Wilayah BPN;

b. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada
lokasi Pengadaan Tanah;

Kantor

c. pejabat satuan kerja perangkat daerah
provinsi yang membidangi urusan pertana-
han;

d. camat setempat pada lokasi Pengadaan
Tanah: dan :

e. lurah/kepala desa atau nama lain pada lo-
kasi Pengadaan Tanah.

(4) Penetapan Pelaksana Pengadaan Tanah seb-
agaimana dimaksud pada ayat (3}, dilakukan
dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak diterimanya pengajuan Pelaksanaan
Pengadaan Tanah.

10. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi se-

11.

bagai berikut:
Pasal 50

Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugas-
kan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah, dengan memper-
timbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geo-
grafis, dan sumber daya manusia, dalam waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya
pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Ketentuan Pasal 51 ditambah 1 (satu) ayat yakni
ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51

(1) Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan ditugas-
kan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Ta-
nah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,
Kepala Kantor Pertanahan membentuk Pelak-
sana Pengadaan Tanah.

(2) Susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan
Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling kurang berunsurkan:

a. pejabat yang membidangi urusan Pen-
gadaan Tanah di lingkungan Kantor Perta-
nahan;

b. pejabat pada Kantor Pertanahan setempat
pada lokasi Pengadaan Tanah;

c. pejabat satuan kerja perangkat daerah
provinsi yang membidangi urusan pertana-
han;

d. camat setempat pada lokasi Pengadaan
Tanah; dan

.e. lurah/kepala desa atau nama lain pada lo-
kasi Pengadaan Tanah.

{3) Pembentukan Pelaksana Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), di-
lakukan dalam waktu paling lama 2 (dua)
hari kerja sejak diterimanya penugasan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 50.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah sehingga ber-

bunyi sebagai berikut:
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14.

Pasal 54

(1) Dafam' melaksanakan kegiatannya seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1},
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat
membentuk Satuan Tugas dalam waktu pai-
ing lama 2 (dua) hari kerja sejak dibentuknya
Pelaksana Pengadaan Tanah, yang membi-
dangi inventarisasi dan identifikasi:

a. data fisik penguasaan, pemilikan, penggu-
naan dan pemanfaatan tanah; dan

b. data Pihak yang Berhak dan Objek Pen-
gadaan Tanah.

(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibentuk untuk 1 {satu} Sat-
uan Tugas'atau lebih dengan mempertim-
bangkan skala, jenis, serta kondisi geografis
dan lokasi pembangunan untuk Kepentingan
Umum.

(3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah.

Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah sehingga ber-
bunyi sebagai berikut:
Pasal 60

{1) Peta Bidang Tanah dan daftar nominatif seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 57 diumum-
kan di kantor kelurahan/desa atau nama lain,
kantor kecamatan, dan lokasi pembangunan
dalam waktu paling lama 14 {empat belas)
hari kerja.

{2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilaksanakan secara berta-
hap, parsial, atau keseluruhan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 69 diubah sehingga ber-

bunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang
Pihak yang Berhak dalam musyawarah pene-
tapan Ganti Kerugian dengan menetapkan
tempat dan waktu pelaksanaan.

{2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari
kerja sebelum tanggal pelaksanaan musy-
awarah penetapan Ganti Kerugian.

{3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Pen-
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gadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.

16. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 76 disisipkan

16.

1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 76
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 76

(1) Ganti Kerugian dalam bentuk uang seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)
huruf a, diberikan dalam bentuk mata uang
rupiah.

{2) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk
uang sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilakukan oleh Instansi yang memerlukan
tanah berdasarkan validasi dari Ketua Pelak-
sana Pengadaan Tanah atau pejabat yang di-
tunjuk.

(2a) Validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Ta-
nah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
berita acara kesepakatan bentuk Ganti Keru-
gian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
ayat (1). (

{3) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana di-
maksud pada ayat (2} dilakukan bersamaan
dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Ber-
hak. .

(4} Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana di-
maksud pada ayat {2) dilakukan dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pene-
tapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana
Pengadaan Tanah.

Ketentuan ayat (1) Pasal 112 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 112

{1) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah meny-
erahkan hasil Pengadaan Tanah kepada In-
stansi yang memerlukan tanah disertai data
Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 110, paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak pelepasan hak Objek Pengadaan
Tanah. '

(2} - Penyerahan hasil Pengadaan Tanah seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bi-
.dang tanah dan dokumen Pengadaan Tanah.

{3) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
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dengan berita acara untuk selanjutnya diper-
gunakan oleh Instansi yang memerlukan ta-
nah guna pendaftaran/pensertifikatan.

(4) Pendaftaran/pensertifikatan sebagaimana di-
maksud pada ayat {3) wajib dilakukan oleh
Instansi yang memeriukan tanah dalam wak-
tu paling tama 30 (tiga puluh) hari-kerja sejak
penyerahan hasil Pengadaan Tanah.

Ketentuan Pasal 121 ditambahkan 3 {tiga) ayat,
yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4} sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

{1} Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pen-

gadaan tanah untuk kepentingan umum yang
luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat
dilakukan langsung oleh instansi yang me-
merlukan tanah dengan pihak yang berhak.

(2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
vang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
sesuai dengan tata ruang wilayah.

(3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memerlukan penetapan lokasi.

(4) Penilaian tanah dalam rangka pengadaan
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)},
Instansi yang memerlukan tanah menggu-
nakan hasil penilaian jasa penilai.

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu)
BAB yakni BAB 1XA sehingga berbunyi sebagai
berikut:
BAB IXA
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 121A

Pengadaan tanah bagi pembangunan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf b
sampai dengan huruf r Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Un-
tuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh
badan usaha swasta, dilakukan langsung dengan
cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang
disepakati oleh pihak yang berhak dengan badan
usaha swasta.

Pensumuman | PERATURAN PEMERINTAH

Pasal Il

1. Semua singkatan “BPN" sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan
peraturan perubahannya, harus dimaknai “Ke-
menterian”;

2. Semua penyebutan “Kepala BPN” sebagaima-
na dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pen-
gadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepent-
ingan Umum dan peraturan perubahannya, harus
dimaknai "Menteri”;

3. Semua penyebutan "sertipikat” sebagaimana di-
maksud dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Ta-
hun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum dan peraturan perubahannya, harus di-
maknai “sertifikat”; dan

4. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan PeratUran Presiden ini dengan
penempatannyé dalam Lembaran Negara Republik In-
donesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
' ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
' REPUBLIK INDONES!A,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
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